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BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

TAHUN 2015 NOMOR 10 

 
PERATURAN BUPATI BANTAENG 

 

NOMOR 11 TAHUN 2015 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 
 

BUPATI BANTAENG 

 
Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 160 ayat (4) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, 
bahwa pergeseran  anggaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah 

peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai 
dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam 

rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, bahwa Program dan 
kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT, DBH-DR, DAK, Dana 

BOS, Dana Otonomi Khusus, Dana Infrastruktur untuk 
Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Insentif Daerah, 
Dana Darurat, dan dana transfer lainnya yang sudah jelas 

peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan 
darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup 
tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat 

dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah 
tentang Perubahan APBD dengan cara : 

1. Menetapkan peraturan kepala daerah tentang 
perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan 
kepada Pimpinan DPRD; 

2. Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD 
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; 

3. Ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan 

APBD, atau dicantumkan dalam LRA, apabila 
pemerintah daerah telah menetapkan perubahan APBD 

atau tidak melakukan perubahan APBD. 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Kedua atas Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran 
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Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74,  Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 1822); 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286); 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355); 
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI 
Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara RI 

Nomor 4421); 
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 
Nomor  126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara RI Tahun 2011 Nomor  02, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 5243); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 

(Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 5593) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5669);; 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593); 
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13. Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor  
136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4574); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor  

137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI 

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 4576); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 
2005 Nomor  140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 

4578); 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar. Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara RI  Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585) ; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor  8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 4614); 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 5165); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5272); 

22. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 334) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

56); 
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 
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26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 
2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 
Nomor 3); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 
2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 

Nomor  10); 
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 

2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bantaeng Tahun 2014 Nomor 5). 

29. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Tahun 2008 
Nomor 9); dan 

30. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 46 Tahun 2014 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 
211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Bantaeng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 
3). 

 
 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015. 

 
 

Pasal    1 

 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula 
berjumlah Rp. 683.350.622.203,00, bertambah sejumlah Rp. 

8.438.253.000,00, sehingga menjadi Rp. 691.788.875.203,00, dengan rincian 
sebagai berikut :  

a. Pendapatan  
1) Semua Rp. 683.522.948.372,00    
2) Bertambah  Rp.     8.438.253.000,00 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 691.961.201.372,00   
b. Belanja        

1) Semula    Rp. 683.350.622.203,00 
2) Bertambah  Rp.     8.438.253.000,00  

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 691.788.875.203,00  

Surplus setelah Perubahan Rp.        172.326.169,00 
c. Pembiayaan : 

1) Penerimaan 

a) Semula   Rp.                0,00 
b) Bertambah   Rp.                         0,00 

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan  Rp.              0,00 
2) Pengeluaran  

a) Semula     Rp.     172.326.169,00 

b) Bertambah  Rp.                       0,00 
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan  Rp.  172.326.169,00 
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Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan  Rp. (172.326.169,00) 
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp.      0,00 

 

Pasal    2 
 

Perubahan Kedua atas Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal    3 
 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal    4 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Bantaeng. 

 

 
Ditetapkan di Bantaeng 
Pada tanggal 27 April 2015 

 
BUPATI BANTAENG, 

Cap/ttd. 
H. M. NURDIN ABDULLAH 

  H. M. NURDIN ABDULLAH 

 
Diundangkan di Bantaeng 

Pada tanggal 27 April 2015                   
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

 
Drs. H. ABD. GANI, MBA 
Pangkat  : Pembina Utama Madya 

N I P   : 19550712 197903 1 007  
 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
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